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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Kantor Pelayanan Perizinan tidak lagi berperan dalam melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten 

Sleman. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan rakyat telah 

dihentikan pasca Erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Kegiatan 

pertambangan rakyat kemudian dilakukan melalui Normalisasi Daerah 

Aliran Sungai. Pengawasan terhadap kegiatan Normalisasi Daerah Aliran 

Sungai dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber 

Daya Air Energi dan Mineral. 

2. Dalam kegiatan Normalisasi Daerah Aliran Sungai pengawasan 

dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air 

Energi dan Mineral. Pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga 

tersebut menghadapi kendala, sehingga tidak dapat dilakukan secara 

optimal. Dalam melakukan pengawasan Dinas Sumber Daya Air Energi 

dan Mineral dan Kantor Lingkungan Hidup terkendala pada jumlah 

personil dan dana yang kurang memadai. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran - saran 

sebagai berikut : 

1. Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air Energi dan 

Mineral perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif dan koordinatif 

terhadap kegiatan Normalisasi Daerah Aliran Sungai agar dapat 

berfungsi baik.  

2. Kantor Lingkungan Hidup maupun Dinas Sumber Daya Air Energi dan 

Mineral perlu menambah jumlah personil dan anggaran atau 

memaksimalkan jumlah personil dan dana tersebut untuk melakukan 

pengawasan secara efektif. 

3. Perlu dilakukan penegakan hukum yang lebih tegas, dan tidak sekedar 

memberikan teguran terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan 

Normalisasi Daerah Aliran Sungai untuk mencegah munculnya 

persoalan akibat kegiatan tersebut.  
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